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gf%zﬁ emula Presiden Joko Wi-

%, dodomengirimkan surat
# presiden (supres) kepada -

D_PR yang berisi persetujuan
untuk membahas rancangan
revisi atas UU No 17/2014

~ tentang MPR, DPR, D_P.D,.dan

DPRD (UUMD3).-

Isinya satu saja: perubahan
komposisi (tepatnya penam-
bahan jumlah) pimpinan MPR
dan DPR sesuai dengan kom-
posisi hasil pemilu. Tetapi pada
saat-saat akhir pembahasan,

ada usul dimasukkannya bebe-

rapa materi baru yakni tentang

kriminalisasi terhadap peng-
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Ketua Asosiasi Pengajar Hukum
Tata Negara dan Hukum
Administrasi Negara (APHTN- HAN)
Ketua MK-RI 2008-2013

kritik DPR dan anggota DPR,
tentang perluasan imunitas
DPR, tentang pemanggilan
paksa (subpoena) yang tidak
proporswnal K
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-Satulagi tentang perluasan
fungsi Majelis Kehormatan De-
wan (MKD) DPR dari lembagp
penegak etik merambah ke
lembaga penegakan hukum,

Keruansajamenyeruak pro
dankontrayangpanas. Presiden
menyatakan kaget dan tidak
tahuadapembahasanmaterise-
pertiitu. Sementara itu, Men-
kumham Yasonna Laoly meng-
akumemang tidakmelaporten-
tang masuknya materi-materi
baru tersebut karena waktunya

sudahsangat mendesak, Sebe-

lumaya, Fraksi Partai NasDem
dan Partai PPP mengaku keco-
longandanmenyatakanwalkout
saat pengesahan UU tersebut di
Gedung DPR. Materi-materi
yang (meminjam istilah Presi-
den)mengurangikualitasdemo-
keasi tersebut tentu harus dibe-
reskan karena mendapat peno-
lakan luas dari masyarakat. Ja-
lankeluar secara konstitusiona]
harus dicari untuk meniadakan
ketentuan-ketentuan tersebut

darihukumbita.

Konstitus kita pun mem-
berikan beberapa jalan untuk
itu melalui pembuatan resul-
tante (kesepakatan) baru, sebab

padadasarnya produk hukum

adalah resultante yang bisa di
ganti dengan resultante baru.
Resultantebaru bisadilakukan

‘dengan legislative review atau

perubahan UU melalui proges
legislasilagisetelhUUMD3itu
terlebihduludiundangkan. Me-
kanisme legislative review i
akanberlangsung relatiflama
dan ribet lagi. Maka ada juga
yang mengusulkan direvisi me-
lluijudicialreviewatanmemin-
ta pembatalan kepada Mahka-
mah Konstitusi (MK) dengan
ujikonstitusionalitas.
Namunharusdiingat, dalam
Kasus iniada sedikit kelemahan
kalau pilihan penyelesatan ma-

salahinidibawake MK Pertama, -

pada dasarnya MK hanya bisa
membatalkan (negative legsla-
tor) dan tidak bisamembuat for-
mulasi baru, sebab formulasise-

buah UU hanyabisa dibuat oleh
legislatif (positive legislator). Ini

JalanKeluarl

bisa menimbulkan kekosongan
hukum. Memang ada juga pe-
Juang dibuatnyavonis ‘konsti-
tusional/inkonstitusional ber-
syarat’ yang memungkinkan
MKmengharuskan pengertian
tertentu, tetapt formulasinya
tetaplahtidak bisa leluasa, Ke-
dhug, MK tidak boleh mernbatal
kanUUatauisinyameskipunUU
tersebut jelek dan ditolak oleh
publik selama tidakbertentang-
andenganJUD 1945,

Banyak UU yang menurut
MK tidek hagus danditentang
oleh masyarakat, tetapi tidak
bisadibatalkan oleh MK karena
meskipun tidak disukai oleh
masyatakat dan tidak bagus,
tetapijuga tidak bertentangan
dengan UUD 1945, misalnya,
dalam hal-hal yang dianggap
sebagaiopenedlegalpolicy.

MK'tidakbisamembatalkan
UU yang menurut pendapat
umum tidak baik. M hanya
membatalkan UUyang nyata- _
nyata bertentangan dengan
UUD 1945. Dulu MK pernah
menolak untuk membatalkan

UU No 1/PNPS/1965, karena
meskipun isinya dianggap ku-
rangbatk, tetapi UUtersebutti-
dakbertentangan dengan UUD
1945 sebagai apened legalpolicy.
Waktu itu MK menyatakan,
Kalaumau diubah, ya, menjadi
ranahnya DPR dan pemerintah
sebagaipemeganghaklegislasi
Ituleh taruhamnya jika kasus
UUMD3inidiujimaterike MK.

Maka munculalternatiflain,
yaknipenerbitan peraturan pe-
merintahpenggantiundang-un-
dang (perppu) yang dari sudut
tertentubisalebihtepat, lebhce-
pat,dantanpadebatkusiryangti-
dakperlu. Caranya, draf UUMD3
diundangan dulu untuk selan-
jutnya,seharikemudian, direvisi
dengan perppu. Cara ini pada
akhir 2014 pernah dilakukan
oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY)ketikapada30
Septenber 2014 mengundang-
kan berlakunyaUUNo 22 Tehun
2014 tentang Pemilihan Gu-
bernur, Bupati, dan Wali Kota,
tetapi langsung disusul dengan
pencabutannya pada 2 Oktober

2014 melalui pengundangan
PerppuNo1 Tahun 2014,
Biasanya perdebatan yang
selalu muncul terkait dengan
perppuadalah ‘alasan genting”
apayang bisa dipakai oleh Presi-
den untuk mengeluarkan per-
ppu. Menurut Pasal 22 ayat (1)
UUD 1945, perppu hanya bisa
dikeluarkan dalam hal terjadi
“halhwalkegentinganyangme-
maksa’, Namun, haruslah di-
ingat bahwa di dalam Hukum
Tata Negara tidak ada kriterta
objektif tentang keadaan gen-
tingitu. Alasan tentangkegen-
tingan itumerupakan ‘hak sub-
jektif" Presiden, Dapat dikata-
kan, sampai saat in tak pernah
ada sebuah perppu yang ditolak
oleh DPR dengan alasan tidak
memenuhisyarat tentang ada-
nyakegentingan, Selainitu,flka
perpputidak diterimaoleh DPR
maka tidak otomatis materi
yang dicabut oleh perppu itu
langsung hidup lagi. Menurut
hukum perundang-undangan,
jlkasebuah perppu tidak diteri-
maoleh DPRmakaharusdibuat
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UU untuk mencabutnya lagi. Di
dalam proses pembuatan UU
lagi itu, Presiden bisa ikut me-
nentukanisinya.

Untuk kasus UU MD3 yang
sekarang ini alasan dikeluar-
kannya perppu sudah cukup,
bahwa, presiden melihat ada
kegentingan karena adanya an-
caman terhadap perkembang-
an demokrasi dan karena tim-
bulnya keresahan di tengah-te-
ngah masyarakat. Perdebatan
untuk pendalaman atas alasan
subjektif presiden itu nantinya
bisa dilakukan pada masa si-
dang DPR berikutnya ketika di-
lakukan pembahasan oleh pe-
merintah bersarna DPR untuk
menentukan diterima atau ti-
daknya perppu tersebut sesuai
denganketentuan Pasal 22 ayat
(2)UUD1945.

Komunikasi politik Presiden
Jokowi dengan DPR selama ini
. juga berjalan efektif dan semua
perppu yang dikeluarkan Presi-
den Jokowi selalu diterima. Mi-
salnya tentang hukuman penge-
birian bagi pelaku kekerasan

-

seksual terhadap anak, tentang
taxamnesty,bahkanjugatentang
UU Keormasan, meskipun un-
tukyangterakhiriniditerimame-
lalui voting karena ada fraksi-
fraksi yang tidak setuju. Dalam
konfigurasi politik yang seka-
rang ini, banyak yang yakin DPR
tidak akan menolak jika Jokowi
mengeluarkan perppu tentang
MD3 tahun 2018, sebab suara
masyarakat hampir bulat meno-
lak UU MD3 yang sudah disah-
kan itu dan parpol-parpollebih
banyak yang selalu mendukung
Presiden Jokowi.

Meskipun begitu kita tidak
bisa menghindari adanya ke-
khawatiran tentang terjadinya
eksesifitas kekuasaan Presiden
jika mengeluarkan Perppu. Ada
yang khawatir jika Presiden
sering mengeluarkan Perppu.

Kekhawatiran sepertiitubiasa- °

muncul setiap akan ada Perppu
danitubagussajasebagaibentuk
kehati-hatian. Semuanya men-
jadihak dan wewenangPresiden
untuk memilih alternatif yang
diyakininya paling tepat. @
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